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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitan 

Sebagai Negara berkembang, Indonesia terus memperhatikan dan 

memajukan Pembangunan Nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

Pembangunan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting, agar 

dapat mengikuti perubahan perubahan yang ada terjadi di seluruh belahan 

dunia seiring perkembangan zaman termasuk kegiatan ekonomi yang berperan 

penting terhadap keberlangsungan hidup manusia.  

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan dan 

dilaksanakan oleh seluruh komponen negara dalam rangka mencapai tujuan 

dalam bernegara. Untuk membantu terciptanya pembangunan nasional yang 

seimbang, maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan 

nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  

Pembangunan ini juga bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. 

Pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa 

dan bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran 

pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri. 

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna 

memperbarui hukum positif. Memperbarui artinya menggantikan hukum-
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hukum lama dengan hukum yang baru. Pembangunan hukum merupakan 

bagian dari pembangunan sebuah bangsa. Pembangunan hukum harus 

terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan bidang lain, serta 

memerlukan proses yang berkelanjutan.
1
 Pembangunan hukum dalam konteks 

ini semakna dengan pembaharuan hukum. Pelaksanaan pembangunan hukum 

tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti hukum positif yang identik 

dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi juga hukum dalam arti 

yang luas, yang menunjukkan sebuah sistem, yang meliputi komponen 

substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana prasarana 

hukum.
2
 

Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, 

melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya 

memerlukan penyerasian. Salah satunya yaitu pembangunan ekonomi di 

Negara itu sendiri. Semakin tahun perekonomian semakin berkembang, 

perkembangan tersebut salah satunya ditentukan dari semakin banyaknya 

badan usaha berbentuk kecil yang memunculkan perputaran ekonomi yang 

stabil disetiap lapisan masyarakat. Aspek ekonomi juga meliputi aspek hukum 

yang termasuk hukum perdata. yang mengatur hak dan kewajiban yang 

dimiliki oleh subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum. Selain itu 

pula menyangkut salah satunya yang di dalamnya mencakup masalah-masalah 

perdagangan atau jual beli. Menurut Salim (2014) dalam bukunya 

                                                           
1
 Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum alam Kontroversi dan Isu, Rajawali Press, Jakarta, 2009, 

hlm. 70. 
2
 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction), 

PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7. 
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menyebutkan bahwa Hukum Perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan 

subjek hukum yang lainnya.
3
 

Dalam kehidupan sehari-hari hal yang paling sering dijumpai adalah 

perjanjian dan persetujuan, dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu perjanjian 

yang sering dilakukan yaitu perjanjian jual beli. 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual 

beli. Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut 

penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang 

dan pembeli membutuhkan suatu barang. Jual beli merupakan suatu perjanjian 

tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela 

diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lain yang 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati. 

Terkait dengan perjanjian jual beli itu, ketentuan undang-undang 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat 

yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak 

yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan 

                                                           
3
 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan 9, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 6. 
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bahwa:
4
 “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para 

pihak yang membuatnya agar tidak ada pihak yang menyimpang, atau setidak-

tidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam Pasal 1338 

KUHPerdata ayat (3) yang menetapkan bahwa: “Perjanjian harus dilaksanan 

dengan itikad baik”. 

Namun sampai hingga saat ini, dalam prakteknya meskipun telah 

ditetapkan dalam undang-undang tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian 

yang harus dipenuhi, akan tetapi terkadang terjadi suatu perjanjian jual-beli 

dimana jika dilihat sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian 

dimaksud menyimpang yang mana salah satu pihak dalam perjanjian jual beli 

tidak mengindahkan peraturan yang ada. Misalnya pembeli yang seharusnya 

bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk / jasa yang 

dibelinya tetapi tidak melakukan pembayaran, atau juga pelaku usaha yang 

tidak mengirimkan barang kepada konsumen, padahal konsumen telah 

membayar sejumlah harga yang telah disepakati. Hubungan kontraktual akan 

melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan adanya hubungan 

kontraktual, Kontrak yang telah dibuat sebagai pelindung yang secara khusus 

mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan 

                                                           
4
 Windari, R. A, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016, hlm. 4. 
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perdata.
5
 Pada pelaksanaannya, hubungan kontrak ini hendaknya berjalan 

dengan baik, menguntungkan satu sama lain dan profesional sesuai dengan 

tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan. 

Pada suatu kontrak atau perjanjian, sering terjadi permasalahan 

wanprestasi dalam kontrak antara para pihak. Dapat dikatakan bahwa 

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah 

pihak dan salah satu pihak berbuat lalai tidak melaksanakan kewajiban 

menjadi objek perjanjian antara mereka dalam kontrak atau hak yang telah 

disepakati sebelumnya sehingga berakibat timbulnya suatu resiko yang 

mengakibatkan kerugian kepada pihak lain.
6
 

Wanprestasi atau di kenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban 

dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan 

kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah 

melakukan ingkar janji. Debitur/Pembeli/Konsumen dapat dikatakan 

wanprestasi apabila melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Terlambat berprestasi; 

2. Tidak berprestasi; 

3. Dan/atau salah berprestasi 

                                                           
5
 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Prenadamedia Group, Jakarta, 

2014, hlm. 51. 
6
 Salim HS, Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 

98. 
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Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

juga menjelaskan bahwasannya ada hak hak pelaku usaha yang harus 

diperhatikan yaitu:  

“1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen yang beritikad tidak baik” 

Salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan 

seperti konsumen yang tidak membayar sesuai waktu yang telah dijanjikan 

yaitu mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Kepailitan adalah 

penyelesaian permasalahan utang piutang antara debitor dan kreditor, karena 

debitor tidak mampu untuk membayar lunas seluruh utangnya dan debitor 

kehilangan hak untuk menguasai harta atau benda tersebut. Melalui proses 

kepailitan ini merupakan cara penyelesaian terakhir utang-piutang antara 

debitor dan kreditor dapat diselesaikan secara adil dan tercapainya kepastian 

hukum. Maka lahirlah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Pada kenyataannya yang terjadi antara Pelaku Usaha dengan 

konsumen yaitu telah melakukan perjanjian jual beli dalam transaksi jual beli 

dan tentu saja berdasarkan kesepakatan antara konsumen dengan pelaku 

usaha. Kegiatan usaha yang di jalankan masyarakat tidak terlepas dari 

munculnya kesepakatan yang terjadi pihak-pihak.  
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Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya 

akan disingkat menjadi UUKPKPU, menyebutkan bahwa: 

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak 

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 

dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas 

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih 

kreditornya.” 

Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat dapat dipailitkan, yaitu 

debitor (pembayar utang) memiliki dua atau lebih kreditor (penagih hutang), 

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu/tempo, 

dapat ditagih. Realita dilapamgan, kreditor masih sulit untuk melakukan 

pengajuan pailit. Begitu pula yang dialami PD. Endog Liar yang masih sulit 

mengajukan kepailitan dengan syarat debitur harus memiliki dua/lebih 

kreditor, yang mana PD. Endog Liar sulit mendapatkan informasi pihak yang 

dihutangi konsumennya tersebut, hal tersebut menyebabkan kerugian yang 

dialami PD. Endog Liar sebagai pelaku usaha sulit ditangani. 

Sesuai dengan apa yang dijelaskan di UUKPKPU ini, dapat menjadi 

pijakan oleh pelaku usaha sebagai langkah menyelesaikan masalah utang 

piutang dengan konsumen/pelanggan meskipun realita di lapangan masih 

banyak ketimpangan dalam implementasinya. Contoh kasus terjadi 

wanprestasi dalam perjanjian jual beli pada salah satu perusahaan dagang 

yaitu PD. Endog Liar yang menjual Telur Ayam dan berbagai barang 

kebutuhan pokok seperti beras, gula, terigu, dan minyak. Selama periode 

tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sudah sebanyak 5 (lima) kasus 
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pelanggan atau konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai 

pembeli dengan tidak membayarkan sejumlah harga dari produk yang 

dibelinya dan atau tidak melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan bersama atau yang dijanjikannya.  

Dalam kasus ini, pada awalnya beberapa konsumen membeli sejumlah 

telur ayam kepada PD. Endog Liar dan meminta pembayarannya tidak kontan, 

menurut pelaku usaha sebagai narasumber, ada beberapa syarat dan ketentuan 

yang berlaku di  PD. Endog Liar yaitu “PD. Endog Liar memberikan termin 

berupa pemberian waktu bahwa siapapun yang berutang harus dilunaskan 

maksimal dalam kurun 1 minggu dan dilakukan 1 (satu) nota yaitu jika 

konsumen ingin membeli kembali produk harus diselesaikan terlebih dahulu 

nota utang yang sebelumnya.”.
 7

 

Beberapa konsumen ini sebelumnya tercatat telah memenuhi 

perjanjian membayar lunas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun setelah 

beberapa kali melakukan transaksi, mulai terlihat tidak membayar/melunasi 

sesuai waktu yang disepakati dengan cara mengulur waktu terus menerus. 

Pihak F (disamarkan) selaku pelanggan tercatat saldo hutangnya sebagai 

berikut:
8
 

1) Pada bulan Desember 2021: Memiliki utang di PD. Endog Liar 

yang belum di lunasi pembayarannya sejumlah Rp. 158.460.500; 

                                                           
7
 Hasil wawancara pribadi penulis dengan Hilman selaku pemilik PD. Endog Liar Tasikmalaya 

pada observasi tanggal 25 Februari 2022, pukul 10.23 WIB 
8
 Data Kas dan hasil wawancara pribadi penulis dengan Hilman selaku pemilik PD. Endog Liar 

Tasikmalaya pada observasi tanggal 25 Februari 2022, pukul 10.50 WIB 
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2) Kemudian pada bulan Januari 2022 ia kembali membeli sejumlah 

telur dengan total Rp. 420.285.000 dibayar lunas serta dibarengi 

dengan menyicil utang bulan Desember 2021 dengan total setoran 

Rp. 461.138.000, sehingga utangnya berkurang, menjadi Rp. 

117.607.500; 

3) Kemudian pada bulan Februari 2022 ia kembali membeli sejumlah 

telur dengan total Rp. 375.627.000, namun hanya dibayar Rp. 

350.587.500, sehingga utang nya bertambah lagi menjadi Rp. 

142.647.000. 

Namun, hingga saat ini F (pihak berhutang) belum melunasi bahkan 

menyicil utangnya kepada PD. Endog Liar. Kemudian 4 (empat) pelanggan 

lainnya dengan kasus serupa yang sampai saat ini sulit untuk membayar utang 

dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati yaitu 

melewati batas waktu pembayaran dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1: Rincian Utang Pelanggan Endog Liar 

No. Pelanggan Waktu Total Utang 

1. 
J Februari 2022 Rp. 17.268.500 

2. 
M Februari 2022 Rp. 67.400.500 

3. 
S Februari 2022 Rp. 41.801.500 

4. 
D Februari 2022 Rp. 28.200.000 

Sumber: Data Kas yang diberikan pemilik PD. Endog Liar pada 

tanggal 7 Maret 2022 
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Pihak pelaku usaha sudah melakukan penagihan kepada pelanggannya 

tersebut tetapi pelanggan meminta penambahan waktu pelunasan, beberapa 

diantaranya tidak ada itikad baik dan tidak melakukan pembayaran dan 

pelunasan ataupun tidak membayar kerugian. Sudah jelas bahwa PD. Endog 

Liar Tasikmalaya sebagai pelaku usaha mengalami kerugian dan tentu saja 

dalam jumlah yang besar, padahal sudah menawarkan produk berkualitas 

terbaik dan selalu memenuhi kewajibannya sebagai penjual. Kerugian yang 

dirasakan PD. Endog Liar sebagai pelaku usaha yaitu karena sejumlah barang 

dengan harga sesuai kesepakatan sudah dikirim/diambil oleh 

konsumen/pembeli dan telah melewati waktu pembayaran angsuran yang telah 

ditentukan/dijanjikan namun tidak kunjung dibayar atau dilunasi.  

Berdasarkan kasus tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih 

dalam mengenai alasan mengapa pelaku usaha berhak mendapatkan 

perlindungan hukum karena perbuatan konsumen yang tidak memenuhi 

kewajibannya (prestasi) padahal sudah mendapatkan hak-haknya dan tentu 

menyebabkan kerugian pelaku usaha. Sebagaimana diatur dalam hukum 

positif Indonesia, bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib 

bertanggungjawab dan membayar kerugian yang dialami pelaku usaha.  

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN 

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI 

KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DIHUBUNGKAN 
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DENGAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 

2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS DI PD. ENDOG LIAR 

TASIKMALAYA)”  

B. Rumusan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang penelitian masalah di atas, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah-masalah pokok, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan utang piutang dalam perjanjian jual beli di PD. 

Endog Liar Tasikmalaya? 

2. Bagaimana kendala hukum dalam menghadapi waprestasi perjanjian 

jual beli yang di PD. Endog Liar Tasikmalaya? 

3. Bagaimana upaya hukum mengatasi kendala hukum dalam 

menghadapi waprestasi perjanjian jual beli yang di PD. Endog Liar 

Tasikmalaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan utang piutang dalam perjanjian jual 

beli di PD. Endog Liar Tasikmalaya. 

2. Untuk mengetahui kendala hukum dalam menghadapi waprestasi 

perjanjian jual beli yang di PD. Endog Liar Tasikmalaya? 
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3. Untuk mengetahui upaya hukum mengatasi kendala hukum dalam 

menghadapi waprestasi perjanjian jual beli yang di PD. Endog Liar 

Tasikmalaya? 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap banyak manfaat atau 

kegunaan yang dapat diperoleh. Adapun Kegunaan Penelitian ini baik dari 

segi teoritis maupun praktis yang dapat adalah sebagai berikut : 

1. Dapat menjadi tambahan ilmu dan menambah wawasan serta 

pengetahuan dibidang karya ilmiah dan juga penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam bidang ilmu 

hukum pada umumnya, serta dibidang hukum perdata pada 

khususnya, terutama dalam kajian perjanjian jual beli.  

2. Penelitian dengan permasalahan tentang ingkar janji (wanprestasi) 

konsumen dalam perjanjian jual beli ini dapat menjadi referensi untuk 

praktisi jual beli khususnya para Pelaku Usaha dan setiap Konsumen 

dalam penelitian ini yaitu PD. Endog Liar Tasikmalaya dan setiap 

konsumennya agar dalam bertindak setiap penjualan/pembelian 

barang harus memperhatikan hak dan kewajibannya dengan baik 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

E. Kerangka Pemikiran 

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan hal tersebut sudah 

jelas bahwa landasan-landangan yang dipergunakan oleh Negara Indonesia 
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adalah Hukum atau perauran. Penjelasan mengenai Indonesia adalah Negara 

yang berlandasan Hukum sudah diperjelas dalam Undang-Undang Dasar 

1945. Dasar yuridis Indonesia yang menyatakan kita sebagai negara hukum 

trcantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan 

sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 28 D ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 

Aturan atau ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan 

konstitusional yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum, hukum ini ditempatkan sebagai satu-satunya alat 

ukur sebagai aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara (Supermacy of law). 

Pancasila Sila yang ke 5 (lima) menyebutkan bahwa “Keadilan Sosial 

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia 

memliki hak untuk mendapatkan perlakukan yang baik dalam bidang 

ekonomi, hukum, politik dan semua yang seharusnya dimilik secara adil oleh 

masyarakat Indonesia. Pada sila tersebut juga menjelaskan bahwa adanya 

persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedan 

kedudukan ataupun strata di dalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-

hak yang seharusnya diperoleh dengan adil.
 9

 

                                                           
9
 Nopirin, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancoran Tujuh, Jakarta, 1980, hlm. 55. 
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Dalam proses penegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus 

diperhatikan: yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur 

tersebut tentunya harus ada dan harus mendapat keseimbangan agar 

tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Ada beberapa teori yang dijadikan 

landasan dari perlindungan Hak Atas, perlindungan terhadap pelaku usaha 

yang mengalami kerugian dan kesulitan untuk mendapatkan hak nya yaitu 

mendapatkan pembayaran utang atas barang yang dijual. 

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan 

manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung 

ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu 

menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai 

kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing masing orang 

akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap 

proporsi tersebut berarti ketidak adilan. Pada pokoknya pandangan keadilan 

ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.
10

 

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam 

dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. 

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi 

menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya 

                                                           
10

 L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke26, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, 

hlm. 11-12. 
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kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini 

berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.
11

  

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak 

kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus 

pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa 

didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” 

matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi 

kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan 

warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan 

nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.
12

 Di Indonesia sendiri 

sudah ada peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa setiap 

manusia berhak mendapatkan keadilan yaitu Pasal 17 Undang-Undang No.39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: 

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan 

dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik 

dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili 

melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai 

dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh 

hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan 

benar.” 

Pada Pasal tersebut memiliki makna yaitu setiap orang siapapun itu 

berhak mendapat keadilan termasuk dalam perkara perdata yang dapat diadili 

melalu proses peradilan. Artinya, dalam kasus ini PD. Endog Liar 

Tasikmalaya selaku pelaku usaha yang merugi atas wanprestasi konsumennya 

                                                           
11

 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 

2004, hlm. 25. 
12

 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, 

hlm. 135. 
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dalam pembayaran utang seharusnya berhak mendapat keadilan dengan 

mengajukan permohonan atau gugatan dalam proses peradilan. 

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan 

konsumennya harus saling mendapatkan hak nya masing masing dan 

melakukan kewajibannya sebagai mestinya sesuai dengan yang disepakati. Hal 

tersebut mencerminkan adanya keadilan dan kesamaan antara pihak yang satu 

dengan yang lainnya.  

Pada kasus yang terjadi di PD. Endog Liar Tasikmalaya, bahwasannya 

pelaku usaha sudah melakukan kewajibannya yaitu memberikan barang sesuai 

dengan yang dimintakan oleh setiap konsumen. Namun diantaranya ada yang 

meminta untuk membayar di waktu yang telah ditentukan meskipun melebihi 

dan menjadi wanprestasi, sehingga utang tersebut menumpuk dan tidak segera 

dibayar. Hal tersebut merugikan PD. Endog Liar, sehingga tidak terciptanya 

keadilan. Ketidak adilan yang terjadi disini adalah tidak lahirnya kesamaan 

bukan kesamarataan, seperti yang dikemukaan Aristoteles, bahwa keadilan 

sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. 

Pihak yang tidak mendapatkan keadilan dan hak hak nya sejatinya 

harus dilindungi. Dalam perlindungan hukum juga pada masyarakat di Negara 

Indonesia dijamin oleh pemerintah atas keamanan dan keadilan pada hukum 

yang berlaku di Negara Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan negara 

hukum, maka dari itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hak 

masyarakatnya harus dibuatkan peraturan yang terkait hak-hak rakyatnya, 
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misalnya mengenai perlindungan hukum apabila ada pihak yang 

berwanprestasi di dalam perjanjian jual beli. 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
13

 Perlindungan hukum yang 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hatihati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan. 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha yang 

mengalami kerugian atas wanprestasi konsumen dalam pembayaran utang 

yang sulit untuk ditagih merupakan langkah untuk mendapat hak hak nya. 

Perjanjian Jual beli juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam 

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kebebasan 

berkontrak. Yang berbunyi bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” 

Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata: 

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu” 
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 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54. 
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Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata: “Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik.”. lalu terjadinya perjanjian jual beli diatur 

dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi: 

 “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika 

setelah oramg itu mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut 

dengan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harga 

belum dibayar.” 

Tujuan utama dari jual beli ialah memindahkan hak milik atas suatu 

barang dari seseorang tertentu kepada orang lain.
14

 Para pihak dalam jual beli, 

setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-

hak bagi kedua belah pihak atau pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hak 

dan kewajiban ini adalah:
15

 

1) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli 

membayar harga, tetapi penjual berkewajiban menyerahkan barangnya 

kepada pembeli. 

2) Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual 

menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga 

berkewajiban membayar harga pembelian tersebut. 

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

sebagaiman dijelaskan di atas, diantaranya adalah: 

a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c) Suatu hal tertentu; dan 

                                                           
14

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 78. 
15

 C.S.T. Kansiil, Hukum Perdata I (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata), PT. Pradnya Paramita, 

Jakarta, 1999, hlm. 238. 
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d) Suatu sebab yang halal. 

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam 

hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu:
16

 

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

2) Terlambat memenuhi prestasi; 

3) Memenuhi prestasi secara tidak baik. 

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut diatas, 

timbul suatu persoalan jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada 

waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama 

sekali. Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat 

dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan debitur yang 

masih bisa diharapkan memenuhi prestasinya, digolongkan kedalam 

terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi dengan baik, 

maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik. 

Selain itu, perlu adanya perlindungan bagi salah satu pihak yang 

merasa dirugikan. Harus adanya peraturan bagi para pihak agar tercapai 

kepastian dan keadilan hukum. 

Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan teori kepastian hukum 

mengandung 2 (dua) pengertian yaitu sebagai berikut:
17

 

                                                           
16

 Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1978, hlm. 16. 
17

 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prananda Media, Jakarta, 2008, hlm. 

158. 
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a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 

b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat 

umum itu individu dapat menegetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 

Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

juga menjelaskan bahwasannya ada hak hak pelaku usaha yang harus 

diperhatikan yaitu:  

“1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen yang beritikad tidak baik” 

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam hal ini PD. 

Endog Liar Tasikmalaya sebagai pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan 

hak nya yaitu pembayaran utang dari jual beli yang dilakukan dengan 

konsumennya. Perlindungan itu perlu dilakukan demi pelaku usaha itu sendiri 

dan disisi lain untuk konsumennya yang kesulitan membayar utang.  

Dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

Pasal 33 yang berbunyi: 

“Bila Keadaan kas perseoran yang dibubarkan tidak mencukupi utang 

yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk 

membereskan keperluan itu dapat menagih uang yang seharusnya 

akan dimasukan dalam perseroan oleh tiap tiap persero menurut 

bagiannya masing masing” 
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Permasalahan tersebut banyak terjadi di kalangan penggiat ekonomi. 

Lahirnya PERPU No. 1 Tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang 

No. 4 Tahun 1998 sebagai peraturan tentang kepailitan Peraturan Perundang-

Undangan yang dapat mengatasi masalah utang piutang yang kemudian 

disempurnakan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Pailit dapat disebut sebagai bangkut, yaitu debitor tidak mampu lagi 

membayar utangnya karena utangnya lebih besar daripada harta yang 

dimilikinya. Kepailitan adalah penyelesaian permasalahan utang piutang 

antara debitor dan kreditor, karena debitor tidak mampu untuk membayar 

lunas seluruh utangnya dan debitor kehilangan hak untuk menguasai harta atau 

benda tersebut. Melalui proses kepailitan ini merupakan cara penyelesaian 

terakhir utang-piutang antara debitor dan kreditor dapat diselesaikan secara 

adil dan tercapainya kepastian hukum.
18

 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan 

bahwa: 

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak 

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 

dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas 

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih 

kreditornya.” 
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 Hadi Subhan, Hukum Kepailitan : prinsip,norma dan praktik di peradilan, Kencana 

prenadamedia group, Bandung, 2019, hlm.1. 
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Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat dapat dipailitkan yaitu 

debitor (pembayar utang) memiliki dua atau lebih kreditor (penagih hutang), 

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu/tempo, 

dapat ditagih. Realita dilapamgan, kreditor masih sulit untuk melakukan 

pengajuan pailit. Begitu pula yang dialami PD. Endog Liar yang masih sulit 

mengajukan kepailitan dengan syarat debitur harus memiliki dua/lebih 

kreditor, yang mana PD. Endog Liar sulit mendapatkan informasi pihak yang 

dihutangi konsumennya tersebut, hal tersebut menyebabkan kerugian yang 

dialami PD. Endog Liar sebagai pelaku usaha sulit ditangani.  

F. Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali 

sebuah kebenaran sehingga akan dapat menjawab pertnayaanpertanyaan yang 

muncul tentang suatu objek penelitian.
19

 Dalam melakukan penelitian ini, 

digunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Jenis Penelitian ini disajikan menggunakan dengan cara Deskriptif 

Analitis yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan–kenyataan 

yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas atau 

memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual dengan 

fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk 
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 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 29. 
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kemudian dianalisis.
20

 Dan bersifat analitis yaitu suatu penelitian yang 

menggambarkan, menelah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan 

hukum.
21

  

Pada penelitian ini, penulis menggambarkan fakta dan data baik 

berupa data primer yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, dan data sekunder berupa teori atau pendapat para ahli hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi oleh 

peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana 

penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

empiris. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang 

terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan 

menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah 

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
22

 Penelitian 

ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu 

mengetahui permasalahan yang terjadi di PD. Endog Liar Tasikmalaya 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 2008, hlm. 10 
21

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 72 
22

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15. 
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sebagai pelaku usaha yang mengalami kerugian atas wanprestasi 

konsumennya yang sulit membayar utang. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

a. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data 

yang deskriptif berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk 

menggambarkan, atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu 

fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan 

hukum pada prakteknya. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang 

diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.
23

 Data yang 

diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang 

dijadikan pedoman penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari 

bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data 

pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang 

akan dilakukan. 

1) Sumber Data Primer 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 12. 
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Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan atau dalam penelitian ini pelaku usaha terkait yang 

berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil 

wawancara/observasi secara langsung di PD. Endog Liar 

Tasikmalaya berupa data kas utang piutang antara pelaku usaha 

dengan konsumen. 

2) Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah 

dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Sumber data sekunder 

memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan­bahan hukum yang 

bersifat autoritatif berupa peraturan perundang­undangan. 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 
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dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum sekunder ialah pendapat hukum dan non 

hukum dari literatur yang terkait. Begitu juga data yang sudah 

tercatat dalam buku ataupun suatu laporan namun juga 

merupakan hasil perumusan antara lain perundang-undangan 

dan literasi atau karya ilmiah para ahli hukum yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang 

berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi buku-buku, 

hasil-hasil penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder  guna mempermudah dalam memahami 

penjelasannya, bahan hukum primer yang digunakan yaitu 

Ensiklopedia hukum, Bibliografi, Kamus hukum, kamus bahasa, 

Dasar hukum, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan.24 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13 
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Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui Studi Kepustakaan (Library Research). Menurut 

Sugiyono (2012) studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, 

referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan 

budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial 

yang diteliti.
25

  

b. Studi Lapangan 

1) Observasi 

Penelitian ini dilakukan secara langsung mendatangi 

Pelaku Usaha di Perusahaan Dagang Endog Liar 

Tasikmalaya pada tanggal 25 Februari 2022, lalu 

dilanjutkan dengan pemberian data kas utang piutang via 

udara melalui email pada tanggal 7 Maret 2022. 

2) Wawancara 

Menurut Emzir (2010) Wawancara ialah proses 

komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi 

dengan cara tanya jawab antara penulis dengan informan 

atau subjek penelitian.
26

 Penelitian ini melakukan 

wawancara dengan Pelaku Usaha itu sendiri yaitu Saudara 

Hilman selaku Pemilik PD. Endog Liar Tasikmalaya 

dimulai dari tanggal 25 Februari 2022. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Jakarta, 2012, hlm. 21. 
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 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 
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c. Studi Dokumen 

Studi Dokumen yaitu menelaah terhadap buku-buku, 

internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian 

yang dilakukan. yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Studi dokumen tersebut merupakan penelitian 

bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangan-

undangan yang berkaitan dengan utang piutang, khususnya 

mengenai ganti rugi konsumen wanprestasi dalam hal utang 

piutang terhadap pelaku usaha ditinjau dari KUHPerdata. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu 

menganalisis hasil penelitian yang diperoleh baik dari observasi, 

wawancara, maupun studi kepustakaan yang kemudian dituangkan 

dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Pemilihan terhadap 

analisis ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk 

angka-angka yang dapat dilakukan Pengukuran. Kemudian penulis 

simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal yang 

bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. 

6. Lokasi Penelitian 

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-

tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada 

penulisan hukum ini, di antaranya yaitu : 

a. Lokasi Lapangan 
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Kantor PD. Endog Liar di Pasar Induk Cikurubuk Blok B3 

No.26, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46125. 

b. Lokasi Kepustakaan 

1) Perpustakaan Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati 

Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota 

Bandung, Jawa Barat; 

2) Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 

Bandung, Mochtar Kusumaatmaja jalan Dipatiukur No. 35, 

Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung; 

3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, jalan 

Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota 

Bandung, Jawa Barat 40286. 


